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NIDAUL HASANAH (B 111 13 571). “Pertanggungjawaban 
Pidana Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan 
Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 
1103/PID.SUS/2016/PN.MKS)”. dibawah bimbingan Syamsuddin 
Muchtar. selaku Pembimbing I dan Dara Indrawaty. selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagimanakah 
pertanggungjawaban pidana bagi orang yang dengan sengaja tidak 
melaporkan adanya tindak pidana Narkotika pada perkara  Nomor 
1103/Pid.Sus/2016/PN.MKS,dan untuk mengetahu pertimbangan Hukum 
Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 
1103/Pid.Sus/2016/PN.MKS. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri/Niaga/HAM kelas 
1A Makassar dengan mengunakan data primer dan sekunder. 
Pengumpulan Data primer dengan melakukan pengamatan dan 
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan teknik 
pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen 
atau peraturan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi 
yang akan dikemukakan dalam skripsi. Setelah data terkumpul, 
selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara desktiptif  
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis 
dapatkan, maka penulis berkesimpulan bahwa: 1) Dalam Putusan Nomor 
1103/Pid.Sus/ 2016/ PN.MKS putusan tersebut telah memenuhi unsur 
pertanggungjawaban pidana yakni adanya kemampuan 
bertanggungjawab dari terdakwa dimana terdapat kesalahan berupa berupa 
kesengajaan yakni dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak 
pidana Narkotika dan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan 
pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa. 2) dalam 
Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/ 2016/PN.MKS, penulis sependapat dengan 
Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 131 karena unsur - unsur dalam 
Pasal tersebut telah terbukti dan saling mencocoki serta Hakim 
menjatuhkan pidana penjara yang lebih rendah yakni 6 (enam) bulan dari 
tuntutan Jaksa yakni 9 (Sembilan) bulan, hal tersebut menegaskan bahwa 
penjatuhan pidana tersebut menitik beratkan pada upaya edukasi dan 










Nidaul hasanah, Criminal Liability For People who Consciously 
Not Reporting The Narcotics Crime (Case Studies Decious Number : 
1103/PID.SUS/2016/PN.MKS)” Guided by Dr. Symasuddun Muchtar as 
adviser I and Dara Indrawaty as an adviser II. 
The research aims to find out the criminal responsibility for people 
who purposely not reporting the narcotics crime, in the case Number 
1103/Pid.Sus/2016/PN.MKS. and for knowing on how judge’s 
consideration in deciding the verdict, in the case Number 
1103/Pid.Sus/2016/PN.MKS. 
The research was conducted in the district court of Makassar by 
using primary and secondary data. The collection of the primary data was 
by observing and interviewing the related parties. And for the collection of 
the secondary data was by examining documents or regulations or books 
related with the issue in this research. After the data were collected, The 
data were analyzed qualitatively and presented descriptively. 
Based on the fact and data analysis, researcher concluded that: The 
results of the research and the explanation showed that : 1) in the verdict 
with case number  1103/Pid.Sus/ 2016/ PN.MKS. the decision has been 
fulfilled the elements of criminal liability, is the defendant’s ability to be 
responsible for its intentional acts by consciously not reporting the narcotics 
crime and there is no excuse of crime repealing, such as an excuse of 
justifications or an excuse to be forgiven. 2) In the verdict with case number 
1103/Pid.Sus/ 2016/PN.MKS, the researcher agree with the judge in 
applying the article 131 because the elements of the article have been 
proven and it’s been compatible to it, and the judge sentenced the 
imprisonment lower the six (6) months from the prosecutor’s prosecution 9 
(nine) months. It confirms that the criminal punishment focuses on 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa 
Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat), bukan 
Negara kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga 
Negara Indonesia, bukan milik segelintir orang apalagi penguasa. Keadaan 
demikian juga berarti bahwa supremacy of law harus tegak secara adil dan 
benar, akuntabel, transparan, tidak deskriminatif, serta tidak sewenang-
wenang. 
Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum” dalam kenyataan 
sehari-hari, warga negara lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya 
sehingga merugikan masyarakat lainnya, dikatakan bahwa warga negara 
tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan 
berdasarkan hukum. 
Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi 
manusia lain (Homo homini lupus). Selalu mementingkan diri sendiri dan 
tidak memntingkan orang lain1 sehingga bukan hal yang mustahil bagi 
manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak 
disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang 
                                                          
1 Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, Kriminologi, Cetakan Kesepuluh, 
Raja Grafindo Persada, hlm 3 
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pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana 
(delik). 
Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindak 
pidana Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang 
sangat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat sangat merugikan 
apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan 
seksama.2 
 Seiring dengan perkembangan zaman masalah penyalahgunaan 
narkoba saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus 
dibicarakan serta dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan 
narkoba menjadi perhatian berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari 
pemerintah, LSM, Ormas bahkan masyarakat juga turut serta 
membicarakan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.3 
 Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dengan 
sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru 
daerah dan penyalahgunaannya merata diseluruh strata sosial masyarakat. 
                                                          
2 Siswanto Sunarso, 2010. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian 
Sosiologi Hukum, Cetakan Ketiga, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 5.  
3 Ibid, hlm 14 
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Perkembangan terakhir, peredaran Narkotika semakin meningkat dan 
bersifat trans Nasional serta dilakukan dengan modus operandi dan 
teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan 
Narkotika, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan Narkotika sudah 
menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. 
 Data pada United Nation International Drug Control Program (UNDP) 
saat ini lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan 
narkoba. Lebih dari jumlah itu 3,2 Juta di antaranya adalah orang Indonesia. 
Sepanjang tahun 2015 BNN telah mengungkap sebanyak 102 kasus 
Narkotika dan TPPU yang merupakan sindikat jaringan Nasional dan 
Internasional, dimana sebanyak 82 kasus telah P21. Kasus-kasus yang 
telah diungkap tersebut melibatkan 202 tersangka dan 38.427 pecandu 
Narkotika tengah menjalani program rehabilitasi, barang bukti sejumlah 
1.780,272,364 gram sabu Kristal, 1200 mililiter sabu cair, 1.100.141,57 
gram ganja, 26 biji ganja, 95,86 canna chocolate, 303,2 gram happy 
cookies, 14,94 gram hashish, 606.132 butir ektasi, serta cairan precursor 
sebanyak 32,252 militer dan 14,8 gram. Lebih mencengangkan lagi karena 
lebih dari 80% diantaranya adalah remaja, dan bahkan telah merambah 
pula pada usia yang masih tergolong anak-anak, belum lama ini, ditemukan 
fakta bahwa semakin dininya penyalahguna narkoba. Jenisnyapun semakin 
bervariasi, seperti pil penenang, new psychoactive substances yaitu CB-13 
dan 4-klorometkatinon. dalam survey tersebut juga ditemukan fakta bahwa 
tindak penyalahgunaan narkoba bukan hanya dilakukan oleh orang-orang 
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yang secara ekonomi memiliki kemampuan relative cukup, melainkan telah 
meluas ke semua strata ekonomi. Ini berarti, resiko penyalahgunaan 
narkoba dapat terjadi disemua usia dan tingkat kemampuan ekonomi.4 
Penyalahgunaan Narkotika adalah merupakan suatu tindakan 
kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik 
maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyaraka atupun lingkungan 
disekitar pemakai. Salah satu dampak dari penggunaan Narkotika yang 
sangat berbahaya yakni penularan virus HIV atau AIDS melalui 
penggunaan jarum suntik Narkotika. Kejahatan ini bila tidak ditanggulangi 
secara bersama-sama (pemerintah dan masyarakat), maka semakin 
banyak korban yang akan berjatuhan, terutama generasi muda. 
Meningkatnya tindak pidana Narkotika ini pada umumnya 
disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar 
menjanjikan keuntngan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi 
perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan 
penghasilan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai 
pengedar Narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau 
keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi para 
pemakai Narkotika menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan 
ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurang tahuan pemakai tentang dampak 
yang akan ditimbulkan oleh pengguna Narkotika yang berkesinambungan 
                                                          
4 Executive summary press release akhir tahun 2015 BNN. 
(Dedihumas.bnn.go.id) diakses pada 12 September 2016 
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dan dalam jangka waktu yang cukup lama, Mengingat bahaya yang dapat 
memorak-porandakan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, maka 
keberadaan penyalahgunaan Narkotika harus dihadapi, diberantas serta 
diperangi secara bersama-sama. 
Adapun peran pemerintah dalam memerangi masalah Narkotika 
adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan 
yang berhubungan dengan Narkotika. Pembinaan dilakukan melalui 
upaya:5 
a. Memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 
b. Mencegah penyalahgunaan Narkotika 
c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam 
penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan 
pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum 
sekolah dasar sampai lanjutan atas 
d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 
Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan 
e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi 
pecandu Narkotika, baik yang diselenggaakan oleh pemerintah 
maupun masyarakat. 
 
Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang 
berkaitan dengan Narkotika. Pengawasan dimaksud, meliputi : Narkotika 
dan precursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat-alat potensial yang 
dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan 
precursor Narkotika, evaluasi keamanan khasiat dan mutu produk sebelum 
                                                          
5 Siswanto S, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 
35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 258 
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diedarkan, produksi, import dan eksport, peredaran, pelabelan, informasi, 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.6 
 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga 
mengatur tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam 
bab tersendiri dalam bab XIII tentang peran serta masyarakat. Dalam relasi 
sosial dan cultural masyarakat Indonesia tidaklah seperti dengan Negara-
negara maju dimana masyarakatnya sudah rasional dan tertib hukum. 
Perbedaan sistem sosial dan cultural antara Negara maju dan Negara 
berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran social control 
sesama masyarakat yang masih rendah menjadi pertimbangan. 
 Kemudian inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap 
seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan Narkotika 
yang tidak pada proporsinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131 dan 
134 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
dimana Pasal tersebut merupakan sebuah tool of social engineering dalam 
rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial 
terhadap penggunaan Narkotika, selain itu masyarakat indonesia juga 
diharapkan dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan 
Narkotika sesuai dengan apa yang mampuh dilakukannya.7 
 Mengenai Kebijakan tentang peran serta masyarakat dalam 
pemberantasan Narkotika didalam undang-undang Narkotika, masyarakat 
                                                          
6 Ibid, hlm 258 
7 Sujono dan Bony Daniel,2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, jakarta hlm. 78 
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mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam 
membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan 
apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika, serta pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan 
perlindungan kepada pelapor. Disamping itu, pemerintah wajib memberikan 
penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa 
dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana 
Narkotika.8 
 Namun sungguh ironis ketika mengetahui bahwa sampai saat ini 
keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
khusnya mengenai Pasal 131 dan 134 ayat (2) tentang peran serta 
masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana Narkotika belum 
menimbulkan kesadaran masyarakat dalam memberantas sindikat 
penyalahgunaan Narkotika.  
 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis hendak meninjau 
permasalahan ini dari sudut pengimplementasian ketentuan hukum pidana 
terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak 
pidana Narkotika. Mengingat peran serta masyarakat dalam 
pemberantasan tindak pidana Narkotika sangat besar, sehingga penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
                                                          
8 Siswanto S, Op.cit., hlm. 15 
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“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG 
DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA 
NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR ; 
1103/PID.SUS/2016/PN.MKS)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dalam memudahkan 
penelitian ini penulis akan memberikan batasan penilaian dengan 
menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yakni sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi orang yang dengan 
sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Studi 
Kasus Putusan Nomor : 1103/Pid.Sus/2016/PN.MKS)? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara 
terhadap pelaku Tindak Pidana dengan sengaja tidak melaporkan 
adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus putusan Nomor : 
1103/Pid.Sus/2016/PN.MKS)? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi orang yang 
dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika 
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1103/Pid.Sus/2016/PN.MKS) 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus 
perkara terhadap pelaku Tindak Pidana dengan sengaja tidak 
melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus putusan 
Nomor : 1103/Pid.Sus/2016/PN.MKS) 
 
D. Manfaat penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih 
lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat 
memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia. 
2. Secara praktiknya hasil penelitian ini dapat digunakan ; 
a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan dan 
praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah 
untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang 
dihadapi. 
b. Memberikan informasi pemahaman kepada masyarakat terhadap 












A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti 
perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana menurut Kamus 
Hukum bahwa:9 
“delik adalah perbuatan yang melanggar udang-undang pidana dan 
karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan 
dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan” 
 
Dalam undang-undang sendiri dikenal beberapa istilah unsur delik 
seperti peristiwa pidana (Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950), 
perbuatan pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang 
Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, 
Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil), perbuatan-perbuatan 
yang dapat dihukum (Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 
Tentang Perubahan Ordonate Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen, tindak 
pidana (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentanaqqg 
Pemilihan Umum).10 
Pada dasarnya istilah-istilah diatas merupakan istilah yang berasal 
dari kata strafbaar felt terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf 
                                                          
9 Llham Gunawan, 2002, Kamus Hukum, CV. Restu Agung, Jakarta, hlm 75 
10 Natangsa Subekti, 2005, Filsafat Hukum, Alumni, Semarang, hlm 35 
11 
 
dapat diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar dapat diterjemahkan 
dengan dapat dan boleh sedangkan kata felt diterjemahkan dengan tindak, 
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
 Menurut Adami Chazawi, kata “delik” sebenarnya tidak berhubungan 
dengan kata “strafbaar feit”. Kata “”delik” berasal dari bahasa latin yaitu 
“delictum”, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan mengenai 
pengertiannya.11 
Menurut Andi Zainal Abidin Farid, kata “delik” berasal dari bahasa latin 
yaitu “delictum” atau “delicte” yang dalam bahasa belanda dengan istilah 
“strafbaar feit”. Kata strafbaar feit oleh para pengarang di Indonesia 
digunakan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing12 
Tongat membagi pengertian tindak pidana menjadi dua pandangan, 
pembagian ini didasarkan pada doktrin. Pandangan pertama adalah 
pandangan monitis. Pandangan Monitis adalah suatu pandangan yang 
melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana sebagai sifat dari 
perbuatan. Para ahli yang menganut pandangan ini antara lain adalah Sions 
yang memberikan definisi tindak pidana sebaggai tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 
oleh seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan atas tindakannya 
                                                          
11 Andi Zainal Abidin Farid, 1983, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, 




dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dapat dihukum.13 
Pandangan kedua adalah pandangan dualistik. Pandangan ini 
berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban 
pidana harus dipisahkan. Salah satu ahli yang berpandangan dualistik 
adalah Moeljatno yang memberikan rumusan tindak pidana sebagai 
berikut.14 
a. Adanya perbuatan manusia 
b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang 
c. Bersifat melawan hukum. 
 
Pengertian Moeljatno diatas memang tidak memasukkan unsur 
pertanggungjawaban pidana, namun ditegaskan bahwa agar terjadinya 
tindak pidana tidaklah cukup dengan terjadinya tindak pidana itu sendiri, 
tetapi juga mengenai kemampuan orang yang melakukan tindak pidana 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.15 
Menurut  Adami  Chazawi  Tindak  pidana  dapat dikatakan berupa 
istilah resmi dalam perundang-undangan kita dalam hampir seluruh 
perundan-undangan kita menggnakan   istilah   tindak   pidana   untuk   
merumuskan   suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu 
tindak pidana tertentu. 
 
Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai 
hukum pidana, dimana pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak 
                                                          
13 Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, 
UNM Press, Malang, hlm 105 
14 Bambang Poernomo, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Ghalilea 




pidana. Dalam pandangan KUHAPidana, yang dapat dijadikan subjek 
tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.  
Menurut Pompe pengertian Straafbaar Feit dibedakan dalam dua 
macam, yaitu:16 
a. Definisi menururt teori, straafbaar feit adalah suatu pelanggaran 
terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan 
diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umat. 
b. Definisi menurut hukum positif, staafbaar feit adalah suatu kejadian 
(feit) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai 
perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum. 
 
Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi 
strafbaar feit telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan 
mengenai strafbaar feit itu sendiri, yaitu : 
1. Perbuatan pidana 
Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan 
perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” 
menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang 
menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya 
dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata 
“perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat 
berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. 
2. Peristiwa pidana  
                                                          




Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono 
Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal indonesia, 
istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD 
sementara 194017, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) secara substansif, 
pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu 
kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia 
maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-
hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan 
peristiwa alam. 
3. Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah 
diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen KeHakiman. Istilah 
ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, 
misalnya : undang-undang Tindak pidana korupsi, Undang-Undang 
Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-udang mengenai Pornografi 
yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. 
Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik 
tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Mengenai kewajiban 
untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang 
menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini 
mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang 
                                                          
17 Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 48 
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berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, 
maka dia dapat dikenai sanksi. 
Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang 
sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih 
condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan 
oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh 
Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu 
menggunakan istilah tindak pidanan sehingga istilah tindak pidana itu 
sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.18 
Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi tersebut, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 
telah/sedang/akan terjadi yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam 
dengan sanksi pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain 
perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya 
dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat 
sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya 
dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita 
                                                          
18 Ibid, hlm. 49 
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bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-
unsur objektif19 
Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur- unsur 
yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si 
pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung 
didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur -unsur objektif 
adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, 
yaitu  di  dalam  keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku 
itu yang harus dilakukan. 
Unsur - unsur subjektif dari tindak pidana itu, yaitu :20 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
4. Merencanakan  terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP. 
5. Perasaan takut atau  vress seperti didalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
 
Unsur - unsur objektif tindak pidana yaitu :21 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechttelijkheid. 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 
415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris 
dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut 
Pasal 398 KUHP. 
 
                                                          
19 Ibid. 
20 P.A.F.Lamintang, 2011, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia , PT Citra 




3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat. 
 
Selain dari pada unsur - unsur objektif dan unsur-unsur subjektif diatas 
adapun unsur - unsur tindak pidana sebagai berikut :22 
a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik) 
Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni: 
1. Perbuatan (feit) yaitu terjadinya kejahatan (delik). 
2. Perbuatan (feit) yaitu perbuatan yang didakwakan. 
3. Perbuatan (feit) yaitu perbuatan material, jadi perbuatan 
itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. 
 
b. Ada Sifat Melawan Hukum 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian 
melawan hukum, yaitu:23 
1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai 
“bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak 
orang lain, melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau 
Hukum Administrasi Negara. 
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan 
dengan hak orang lain”. 
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 
Desember  1911  W  9263,  melawan  hukum  artinya  “tanpa 
wewenang atau “tanpa hak”. 
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum 
Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam rancangan KUHPN 
memberikan defenisi “bertentangan dengan hukum” artinya, 
bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau 
anggapan masyarakat, atau yang benar - benar dirasakan oleh 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.  
 
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
peraturan hukum pidana  itu harus bersifat  melawan  hukum. Adapun 
                                                          
22 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta 
& PuKAP-Indonesia,Yogyakarta, hlm 49 
23 Ibid, hlm 52 
18 
 
sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, 
yakni:24 
a. Sifat melawan hukum formil. Menurut pendapat ini, yang dimaksud 
dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang 
memenuhi rumusan Undang - Undang, kecuali jika diadakan 
pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam 
undangundang, melawan hukum berarti melawan Undang - 
Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang. 
b. Sifat melawan hukum materil. Menurut pendapat ini belum tentu 
perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang itu bersifat 
melawan hukum, bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu 
bukan hanya Undang - Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi 
juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah - kaidah atau 
kenyataan kenyataan yang berlaku di masyarakat. 
 
Sifat melawan hukum mempunyai empat makna yang berbeda, 
yakni :25 
1. Sifat melawan hukum formil 
Sifat  melawan  hukum  formil  berarti  semua  bagian  
dari rumusan  delik  telah  terpenuhi,  yang  terjadi  karena 
melanggar ketentuan pidana menurut Undang - Undang dalam 
rumusan delik tertentu. Pada delik-delik material atau delik-delik 
yang dirumuskan secara material, sifat melawan hukum 
material dimasukkan dalam rumusan delik sendiri dan karena 
itu bukti dari sifat melawan hukum materil termasuk dalam bukti 
dari rumusan delik. 
2. Sifat melawan hukum materil 
                                                          
24 Ibid, hlm 53 
25 Ibid, hlm 54-56 
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Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau 
membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi 
oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. 
Pada delik-delik material atau delik-delik yang dirumuskan 
secara material, sifat melawan hukum material dimasukkan 
dalam rumusan delik sendiri dan karena itu bukti dari sifat 
melawan hukum materil termasuk dalam bukti dari rumusan 
delik. 
3. Sifat melawan hukum umum 
Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum 
sebagai bagian luar Undang-Undang) yang berarti 
bertentangan dengan hukum objektif. Hal ini pada umumnya 
terjadi jika perrbuatannya bersifat melawan hukum formil dan 
tidak ada alasan pembenar. 
4. Sifat melawan hukum khusus 
Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum 
sebagai bagian dari undang-undang) memiliki arti khusus tiap-
tiap rumusan delik didalamnya itu sifat melawan hukum menjadi 
bagian dari Undang-Undang dan dapat dinamakan suatu fase 
dari sifat melawan hukum umum. 
c. Tidak ada alasan pembenar 
Alasan pembenar timbul ketika perbuatan seseorang memang 
tidak memiliki nilai melawan hukum sehingga bukanlah orangnya yang 
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dimaafkan akan tetapi perbuatannya yang harus dianggap benar 
sedangkan alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang 
memiliki sifat melawan hukum namun karena alasan tertentu maka 
orangnya dimaafkan. Alasan pembenar bermuara pada putusan 
bebas sedangkan alasan pemaaf bermuara pada putusan lepas. 
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis 
tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai 
dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu 
menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak 
pidana. 
KUHPidana sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik 
ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga masing-
masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-
banya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh 
KUHPidana terhadap tindak pidana tersebut. Secara umum tindak pidana 
dapat dibedakan kedalam beberapa bagian :26 
1. Kejahatan dan pelanggaran 
KUHPidana menempatkan kejahatan di dalam Buku kedua dan 
pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan 
                                                          
26 Teguh Prasetyo, Op.Cit,  hlm 57 
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mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya 
diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya. 
Dalam perbedaan bahwa kejahatan merupakan rechtdelict atau 
delik hukum dan pelanggaran merupakan westdelict atau delik 
undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang 
dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang 
melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Di sini tidak 
tersangkut sama sekali masalah keadilan. 
2. Delik Formal (formil) dan Delik Material (Materiil) 
Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHPidana merupakan 
rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh 
pelakunya. 
Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan 
dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain titik beratnya 
berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah 
perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalia 
(hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 
KUHPidana (Pencurian), Pasal 160 KUHPidana (Penghasutan) dan 
Pasal 209-210 KUHPidana (Penyuapan). Jika seseorang telah 
melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik 
pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak 
peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. 
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Sebaliknya didalam delik material titik beratnya berada pada 
akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah 
terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi 
masalah. 
3. Delik Dolus dan Delik Culpa 
Dolus dan Culpa merupakan betuk kesalahan (schuld) yang 
akan dibicarakan tersendiri dibelakang. 
a. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, 
rumusan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas…dengan 
sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang 
senada, seperti…diketahuinya dan sebagainya. 
b. Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, 
dengan kata… karena kealpaannya. Didalam beberapa 
terjemahan kadang-kadang dipakai istilah… karena 
kesalahannya. 
4. Delik Commissionis dan Delik Omissions. 
a. Delik commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu 
yang dilarang oleh aturan pidana. Misalnya berbuat, 
mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan 
sebagainya. 
b. Delik omissionis merupakan perbuatan pasif yakni tidak 
melakukan sesuatu yang diperintahkan contoh BAB V Pasal 
164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. 
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Disamping itu, ada yang disebut delik commissionis 
permissionem commisa. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak 
memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan 
maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak 
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.27 Keharusan 
menyusui bayi terdapat didalam hukum pidana. Juga seorang penjaga 
pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi 
kecelakaan (Pasal 164).28 
5. Delik Aduan dan Delik Biasa 
Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya 
dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang 
dirugikan atau korban. Dengan demikian, apabila tidak ada 
pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan 
penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis 
yaitu: 
a. Tindak Pidana Aduan Absolut, adalah tindak piidana yang 
mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk 
penuntutannya 
b. Tindak Pidana Aduan Relatif, pada prinsipnya jenis tindak 
pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. 
Jadi dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak 
                                                          
27 Ibid, hlm 60 
28 Ibid, hlm. 61 
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pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan 
dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana 
aduan. 
Sedangkan Delik Biasa adalah tindak pidana yang tidak 
mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. 
6. Delik Umum (Delicta Commuia) dan Delik Khusus (Delicta 
Propria) 
Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap 
orang. Delik umum ini sering disebut gemene delicten atau algemene 
delicten. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya 
dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat 
tertentu, pegawai negeri atau anggota militer selain dari unsur 
subjeknya delik khusus juga dilihat dari unsur perihalnya yaitu 
perbuatan tertentu. 
7. Jenis Delik yang Lain 
Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari 
mana kita meninjau delik tersebut, antara lain :29 
a. Delik berturut-turut (voortgezet delict): yaitu tindak pidana 
yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta 
rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah. 
b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana 
merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan 
terlarang itu berlangsung memakan waktu. 
c. Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak pidana 
dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, 
penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya 
                                                          
29 Abdullah Marlang, 2009 , Pengantar Hukum Indonesia ,A.S Publishing, 
Makassar, hlm. 67 
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tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya 
adalah nama delik itu. 
d. Delik dengan privilege (geprivilegeerd delict), yaitu delik 
dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang 
melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman 
pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa. 
e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan 
Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan 
kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP), dan 
juga tindak pidana subversi. 
f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang 
yang mempunyai lualitas tertentu, seperti Hakim, ibu, pegawai 
negeri, ayah, majikan dan sebagainya. 
 
B. Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 
1. Pengertian Pidana  
Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif 
dewasa ini adalah : 
“suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi 
seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah 
melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh 
Negara.”30 
 
Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan 
perkataan penghukuman, yaitu : 
“penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu 
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga 
hukum perdata oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, 
maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman 
dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim dengan pemidanaan 
atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim. Penghukuman 
                                                          
30 P.A.F.Lamintang, Op.cit, hlm 47 
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dalam hal ini mempunyai makna sama dnegan sentence atau 
veroordeling.”31 
  
Pidana lebih tepat didefinisikan sebgai suatu penderitaan yang 
sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa 
orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang 
telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam 
hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). 
Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan 
dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa 
penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut 
terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara 
khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan 
terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada 
setiap larangan dalam hukum pidana (strafbaar feit: tindak pidana), 
disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi 
kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang 
yang berniat untuk melanggar hukum pidana. 
 
2. Jenis-Jenis Pidana  
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana dikenal 2 (dua) 
jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:32 
1. Pidana pokok 
a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Pidana kurungan 
                                                          
31 Ibid, hlm 49 
32 Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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d. Pidana denda 
2. Pidana tambahan  
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
b. Perampasan barang-barang tertentu 
c. Pengumuman putusan Hakim 
 
1. Pidana Pokok: 
a. Pidana Mati 
Pidana mati merupakan bagian dari jenis-jenis pidana 
yang berlaku berdasarkan hukum pidana positif Indonesia. 
Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan 
dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan 
undang-undang. Pidana ini  juga merupakan hukuman tertua 
dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. 
Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya 
masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak 
menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang 
sangat ditakuti oleh umum33 
Terhadap penjatuhan pidana mati, KUHP membatasi atas 
beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang berat saja, seperti: 
1. Kejahatan terhadap Negara ( Pasal 104, Pasal 105, 
Pasal 111 Ayat (3), 124 Ayat (3) KUHP). 
2. Pembunuhan dengan berencana ( Pasal 130 Ayat (3)), 
Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340 KUHP). 
                                                          
33 R. Abdoel Djamali, 2005, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), Rajawali 
Pers, Jakarta, hlm. 187. 
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3. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam 
keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut 
dalam Pasal 363 Ayat (4) dan Pasal 368 Ayat (2) KUHP 
4. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai 
yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam 
Pasal 444 KUHP.34 
b. Pidana Penjara 
Menurut Andi Hamzah, “pidana penjara merupakan bentuk 
pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan” pidana penjara 
atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam 
bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.35 
Pidana penjara adalah adalah untuk sepanjang hidup atau 
sementara waktu (Pasal 12 KUHP). Lamanya hukuman penjara 
untuk sementara waktu berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya 
dan 5 tahun berturut-turut paling lama. Akan tetapi dalam 
beberapa hal lamanya hukuman penjara sementara itu dapat 
ditetapkan sampai 20 tahun berturut-turut. Maksimum lima belas 
tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila: 
1. Kejahatan diancam dengan pidana mati. 
2. Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur 
hidup 
3. Terjadi   perbuatan   pidana   karena   adanya   
perbarengan, recidive atau karena yang ditentukan 
dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP. 
                                                          
34 P.A.F.Lamintang, Op Cit., hlm 49 
35 Amir Ilyas, op.Cit, hlm 110 
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4. Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 
Ayat (2), Pasal 349 KUHP. 
 
Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak 
boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar – 
benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus 
perkara. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak 
hukum harus benar- benar mengindahkan/memperhatikan 
asas-asas dan peraturan- peraturan dasar yang telah 
ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas 
maksimum penjatuhan pidana. 
c. Pidana Kurungan 
 
Pidana ini seperti halnya dengan pidana penjara, maka 
dengan hukuman kurunganpun, keduanya merupakan jenis 
pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka 
waktunya lebih ringan dibandingkan pidana penjara ini 
ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya 
pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP 
bahwa pidana kurungan menempati urutan ketiga36. lamanya 
pidana kurungan dijelaskan pada Pasal 18 KUHP bahwa, paling 
sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada 
pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena 
ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat 
                                                          
36 Ibid, hlm 112 
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bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu 
tahun empat bulan37 
d. Pidana Denda 
Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan 
membayar sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana 
yang dilakukan oleh seseorang.  
Menurut P.A.F. Lamintang:38 
 
Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II 
KUHP yang telah diancam baik bagi kejahatan-kejahatan 
maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini 
juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok 
maupun secara alternative dengan pidana penjara saja 
atau alternative dengan kedua pidana pokok tersebut 
secara bersama-sama 
   
Denda pada Pidana denda dapat di beratkan 
(dibayarkan) oleh orang lain. Walaupun denda dijatuhkan 
terhadap pribadi, juga tidak ada larangan jika denda secara 
sukarela dibayakan oleh atas nama terpidana.39 
 
2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 
dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan 
adalah:40 
                                                          
37 Lihat Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
38 Amir Ilyas, Op.Cit, hlm 114 
39 Ibid.     
40 Lihat Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
yang tertentu 
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan hukum 
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas orang yang 
bukan anak sendiri 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri 
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu 
 
b. Perampasan Barang-Barang tertentu 
Biasa disebut dengan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya dengan pidana benda. Dalam Pasal 39 KUHP, dijelaskan 
barang- barang yang dapat dirampas yaitu barang - barang 
yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan dan barang-barang 
yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Barang-
barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 Ayat 
(1) KUHP, antara lain:41 
1. Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh 
karena kejahatan, misalnya uang palsu. 
2. Benda- benda kepunyaan terpidana yang telah 
digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan 
sengaja, misalnya pisau yang digunakan terpidana 
untuk membunuh. 
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas 
barang-barang yang telah disita. 
 
c. Pengumuman Putusan Hakim 
Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 
KUHP yang mengatur bahwa :42 
                                                          
41 Amir Ilyas, op.Cit, hlm 117 
42 Lihat Pasal 43 Kitab Undag-Undang Hukum Pidana 
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“bila Hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan 
umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula 
bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya 
terpidana” 
 
Pengumunan putusan Hakim ini dimaksudkan terutama 
untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian 
busuk atau kesombongan seorang pelaku. Pidana tambahan ini 
hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku 
untuk Pasal-Pasal tindak pidana tertentu.43 
 
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menetukan apakah seseorang 
Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan 
pidana yang terjadi atau tidak. 
Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam 
undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, 
apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 
pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka 
                                                          
43 Amir Ilyas, Op.Cit, hlm 117 
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hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di 
pertanggungjawabkan atas perbuatannya.44 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi 
unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari 
sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan 
dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila 
tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut 
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampuh 
bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.45 
 
4. Unsur-Unsur Pertanggujawaban Pidana 
Adapun Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni : 
a. Mampu bertanggung jawab 
Seseorang mampu bertanggung jawab mencakup: 
1. Keadaan jiwanya 
- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau 
sementara (temporair) 
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan 
sebaginya) 
                                                          
44 Ibid, hlm 73 
45 Ibid, hlm 75 
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- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain 
sebagainya 
2. Kemampuan jiwanya 
- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya 
- Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah 
akan dilaksanakan atau tidak; dan 
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.46 
b. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan 
atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan 
mampu bertanggungjawab.47 
Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan 
kelalaian seorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana 
itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 
unsur yaitu : 48 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) 
2. Diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa 
kesengajaan atau kealpaan 
4. Tidak adanya alasan pemaaf 
 
c. Tidak ada alasan pemaaf 
                                                          
46 Ibid, hlm 76 
47 Ibid, hlm 77 
48 Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 177 
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Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh 
kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat 
dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat menegtahui ketercelaan 
dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya 
tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) 
melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan “sengaja” atau 
“alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau 
doronga dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar 
kehendaknya sama sekali.49 
 
C. Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat 
begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang 
memberitakan tentang penggunaaan Narkotika dan sebagaimana korban 
dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya. 
Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa yunani “Narkoun” yang 
berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Taufik Makarao 
mengemukakan bahwa “Narkotika adalah jenis zat yang dapat 
menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang 
menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh”.50 
                                                          
49 Amir Ilyas, Op.cit, hlm 86-87 
50 Sujono dan Bony Daniel, Op.cit, hlm. 2 
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Lebih lanjut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menerangkan 
bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 
sebagaimana terlampir dalam undang - undang No. 35 Tahun 2009  
(mengenai daftar golongan Narkotika telah diurai dalam Bab I).51 
Merriam-Webster membuat definisi sebagai berikut : 
A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the 
senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive 
doses causes stupor, coma or convulsions; 
 
Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu 
dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong 
tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, 
atau kejang; 
 
A drug (as marijuana or LSD) subject to restriction similar to that of 
addictive naarcotics whether physiologically addictive and narcotic or 
not; Something that soothes, relives, or lulls (untuk memenangkan).52 
 
Hari Sasangka menjelaskan bahwa:53 
 
Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara lain 
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika ialah candu, 
ganja, cocaine, zat-zat yang bahaya mentahnya diambil dari benda-
benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. 
Dan termasuk  juga Narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, 
obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant dan 
Stimulant. 
 
                                                          
51 Ibid, hlm. 63 
52 Ibid, hlm 1 
53 Haris Sasangka, 2003, Narkotika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, 
Bandung, hlm 33 
37 
 
Dari kedua definisi tersebut, M. Ridha Ma’ruf menyimpulkan: 54 
a. Bahwa Narkotika ada dua macam, yaitu Narkotika alam dan 
Narkotika sintesis. Yang termasuk Narkotika alam ialah berbagai 
jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. 
Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan 
Narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian Narkotika 
secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-zat 
(obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, 
Depresant dan Stimulant . 
b. Bahwa Narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf 
sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau 
pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan. 
c. Bahwa Narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-
obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and gerous 
drugs. 
 
2. Jenis dan Penggolongan Narkotika 
Berdasarkan jenisnya Narkotika dibedakan atas : 
a. Opioid(Opiat) 
Opioid atau opiad berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, 
Papaver somniverum, yang mengandung kira - kira 20 alkaloid opium 
termasuk morfin. Nama opioid juga digunakan untuk opiat, yaitu 
suatu preparat atau   derivat dari opium dan Narkotika sintetik yang 
kerjanya  menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium.. 
b. Morfin 
Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin 
merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin rasanya pahit, 
berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan 
berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. 
                                                          
54 Ibid, hlm, 34 
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c. Heroin  
Heroin merupakan kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin 
dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang 
di Indonesia. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin 
menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan suasana 
hati yang tidak menentu. 
Walaupun, pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah 
ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan 
penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforik yang 
baik. 
d. Kokain 
Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan 
merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid 
yang didapatkan dari tanaman belukar Erythroxylon coca, yang 
berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman belukar ini biasanya 
dikunyah oleh penduduk setempat untuk efek stimulan. Nama lain 
untuk kokain, snow, coke, girl, lady dan crack (kokain dalam bentuk 
yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang 
lebih kuat). 
e. Shabu-shabu 
Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni Kristal 
kecil-kecil berwana putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air 
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alcohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang 
jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. 
f. Ekstasi 
Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori 
narkotika atau alcohol. Ekstasi merupakan jenis zat adiktif. Zat adiktif 
yang dikandung ekstasi adalah amphetamine (MDMA), suatu zat 
yang tergolong simultansia (perangsang). 
g. Putaw  
Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas cina yang 
mengandung alcohol dan rasanya seperti green sand akan tetapi oleh 
para pecandu narkotika, barang jenis heroin yang masih serumpun 
dengan ganja itu di juluki putaw. Hanya saja masih kadar narkotika 
yang dikandung putaw lenih rendah atau dapat disebut heroine 
kualitas empat sampai enam. 
h. Kanabis (Ganja) 
Kanabis adalah nama singkat untuk tanaman Cannabis 
sativa.Tanaman kanabis  biasanya  dipotong,  dikeringkan, dipotong 
kecil-kecil dan digulung menjadi rokok. Bentuk yang paling potensi 
berasal dari tanaman yang berbunga yang dikeringkan an berwarna 
coklat-hitam. Nama yang umum untuk kanabis adalah marijuana, 
grass, pot, mary jane. Nama lain untuk menggambarkan tipe kanabis 




Didunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai 
obat/penenang yang mengandung zat aktif nitrazepam atau 
barbiturate atau senyawa lain yang khasiatnya serupa. Golongan ini 
termasuk psikotropika golongan IV55 
Jenis-jenis  Narkotika  dalam Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 
pada bab III Ruang lingkup Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa Narkotika 
menjadi: Narkotika digolongkan menjadi Golongan I, Narkotika Golongan 
II dan Narkotika Golongan III.56 
1. Narkotika Golongan I 
Yang dimaksud  dengan Narkotika  golongan  I adalah Narkotika  
yang hanya dapat  di  gunakan  untuk   tujuan  pengembangan   ilmu  
pengetahuan   dan  tidak digunakan  dalam terapi,  serta  mempunyai  
potensi  sangat  tinggi  mengakibatkan ketergantungan.57 
2. Narkotika Golongan II 
Yang disebut dengan Narkotika golongan II adalah Narkotika 
yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan 
terakhir dan dapat digunakan dalam terapi   dan/atau untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. 
                                                          
55 Maradani, 2008,Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan 
Hukum PidanaNasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.81-89 
56 Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
57 Gatot Supramono, 2009, Hukum Narkoba Indonesia,  Penerbit Djambatan, 
Jakarta, hlm. 160 
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Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena 
setelah pilihan golongan  Narkotika  golongan  III hanya  tinggal  
Narkotika  golongan  II.Narkotika golongan  I tidak dimungkinkan  
oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan,  karena  
Narkotika golongan  ini tidak dapat di gunakan untuk  terapi dan 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
Sangat berbahaya kalau digunakan untuk pengobatan.58 
3. Narkotika Golongan III 
Yang dimaksud Narkotika  Golongan  III adalah Narkotika  
yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan  dalam terapi 
dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.59 
 
3. Pengaturan Tentang Perbuatan Dengan Sengaja Tidak 
Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika. 
Masyarakat dalam hal memberantas sindikat peredaran gelap 
Narkotika dan precursor Narkotika mempunyai kewajiban dalam 
melaporkan apabila mengetahui adnya penggunaan Narkotika yang tidak 
sesuai prosedurnya ataupun mengenai kepemilikan Narkotika secara tidak 
sah sepert yang diatur dalam Pasal 107 sebagai berikut :60 
                                                          
58 Ibid. hal. 163 
59 Ibid, hlm. 167 
60 Lihat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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“Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau 
BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika” 
 
Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika  dan prekorsor 
Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 106  Undang-Undang 
Narkotika diwujudkan dalam bentuk:61 
a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya 
dugaan telah terjadi tindak pidana  Narkotika dan precursor 
Narkotika. 
b. Memperoleh pelayanan dalam  mencari, memperoleh, dan 
memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadinya 
tindak pidana Narkotika dan Prekursor  Narkotika  kepada  
penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak 
pidana Narkotika dan precursor Narkotika 
c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab 
kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara 
tindak pidana  Narkotika  dan Prekursor Narkotika. 
d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya   
yang  diberikan kepada penegak hukum atau BNN. 
e. Memberikan perlindunggan hukum pada saat yang 
bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam 
proses peradilan 
  
Perlu disadari partisipasi warga masyarakat dalam ikut mencegah 
terjadinya penyalahgunaan atau kepemilikan Narkotika secara tidak sah 
bukan tidak ada resikonya. Oleh karena itu undang-undang 
memberikan jaminan keselamatan kepadanya,62 jaminan tersebut diatur 
dalam Pasal 100 ayat (1). Selain itu, pemerintah juga memberikan 
penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah 
berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan 
                                                          
61 Lihat Pasal 106  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
62 Haris Sasangka, Op.Cit, hlm 201 
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penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan/atau 
pengungkapan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 10963 
Adapun bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan  
adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana diwajibkan dalam 
Undang-Undang Narkotika, akan dikenai ancaman sanksi pidana   
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 131 Undang-Undang Narkotika. 
Yang isinya sebagai berikut:64 
“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya 
tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111, 
Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 
117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, 
Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat 
(1),  Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan  pidana 
penjara paling  lama 1 (Satu) tahun atau pidana  denda paling 
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 
Pasal tersebut menggambarkan tentang ancaman sanksi  pidana 
bagi setiap orang dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah, yang  tidak melaporkan 
terjadinya perbuatan hukum, meliputi: (1) Memiliki, menyimpan, 
menguasai, menyediakan Narkotika; (2) memiliki, menyimpan, 
menguasai, menyediakan; (3) menawarkan untuk dijual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan; (4) menggunakan, memberikan untuk digunakan oleh 
orang lain. 
                                                          
63 Siswanto, Op.Cit, hlm 15 
64 Lihat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
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Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk 
memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta  ini 
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana  masyarakat 
mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
precursor Narkotika65 
Adapun unsur-unsur tindak pidana Narkotika Pasal 131 ini adalah: 
 
1. Setiap Orang 
 
Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak  
pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar 
sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa 
penuntut umum. 
Selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan 
oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan 
istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana 
dalam KUHP.66 
2. Sengaja Tidak Melapor 
Sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan.  
Karena sengaja berada dalam lapangan hati batin, maka dari sikap 
perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin 
tersebut. 
                                                          
65 Siswanto S, Op.Cit, hlm 262 
66 Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, hlm 227 
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Tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban 
memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan ini dapat  
dilakukan dengan diam-diam artinya mengacu pada apa yang 
diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan 
menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya. Oleh karena itu, 
sengaja tidak melapor berarti suatu kesadaran yang diwujudkan 
dalam tindakkan untuk memberitahukan hal-hal yang diketahui 
padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik  dengan 













                                                          






A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri / Niaga / HAM Kelas 
1A Makassar untuk penelitian lapangan, dipilihnya lokasi penelitian 
tersebut karena semakin maraknya tindak pidana (kasus) pada 
pengadilan Negeri / Niaga / HAM Kelas 1A Makassar mengenai tindak 
pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika 
dan Pengadilan Negeri Makassar merupakan instansi yang memeriksa, 
mengadili dan memutuskan perkara yang akan diteliti, maka sudah tentu 
dokumen - dokumen yang berhubungan dalam perkara tersebut yang 
menjadi bahan untuk analisis dalam penelitian ini, sudah tersedia pada 
instansi tersebut. Selain itu penelitian juga dilakukan di beberapa tempat 
yang menyediakan data maupun sejumlah referensi pustaka diantaranya 
di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, perpustakaan 









B. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang 
berbeda yaitu: 
Adapun Jenis dan sumber data yang diperoleh yang akan 
digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung   yang berasal 
dari pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait 
menyangkut dalam penulisan skripsi. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi 
dokumen yang dihimpun dari Putusan Nomor : 
1103/Pid.Sus/2016/PN.MKS, pengaturan perundang-undangan, 
buku – buku, arsip, atau sumber lain yang berkaitan dalam 
penulisan skripsi 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Ada  2  Teknik  pengumpulan  data  yang  di  gunakan  penulis  
dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Sasaran   penelitian 
kepustakaan ini   untuk mencari landasan teori dari objek kajian 
dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan langsung 
dengan objek dan materi penelitian, mempelajari peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana 
dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana serta 
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tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan 
penulisan skripsi. 
2. Penelitian Lapangan (Fieeld Research) dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara wawancara di Pengadilan Negeri / Niaga / 
HAM Kelas 1A Makassar, disamping itu dalam penelitian lapangan 
ini akan dilakukan analisa terhadap tindak pidana dengan sengaja 
tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sesuai dengan 
kebutuhan dalam penulisan skripsi. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Seluruh data yang diperoleh baik data  primer maupun data 
sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara 
deskripsi, yaitu dengan memaparkan, dan menjelaskan serta menjawab 















A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Yang Dengan Sengaja 
Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus 
Putusan Nomor : 1103 / Pid.Sus / 2016 / PN.MKS) 
1. Posisi Kasus 
Pada 01 April 2016 sekitar pukul 22.40. WITA bertempat dijalan 
Sultan Alauddin Makassar dekat kantor polsek Rappocini Makassar 
Terdakwa Andi Baso Mappanyompa bersama - sama dengan Andi 
Afriawan menggunakan sepeda motor tertangkap memiliki sebuah Ganja 
saat pihak Kepolisian melakukan swipping dekat kantor Polsek 
Rappocini. 
Awalnya Terdakwa Andi Baso Mappanyompa mau di antar pulang 
oleh Andi Afriawan Alias Wawan dengan menggunakan sepeda motor 
Yamaha Mio Shoul milik Andi Afriawan Alias Wawan lalu saat Terdakwa 
mengendarai motor tersebut ditengah jalan Andi Afriawan meminta 
tolong kepada Terdakwa untuk di antar kerumah temannya dan 
sampainya di rumah teman Andi Afriawan Alias Wawan  
Sesampainya di tempat tujuan Andi Afriawan Alias Wawan turun 
dan bertemu dengan temannya yakni Eki di depan rumah, sedangkan 
tidak ikut dengan Andi Afriawan dan hanya berdiri tidak jauh dari motor 
lalu setelah selesai Terdakwa dan Andi Afriawan bersama-sama menuju 
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kembali kesepeda motor dan Andi Afriawan menyuruh Terdakwa untuk 
menyimpan Ganja tersebut di laci dashboard dengan perkataan “simpan 
ini ganja didashboard” yang di kemudikan Terdakwa, lalu saat hendak 
melintas si depan kantor Polsek Rappocini ternyata dari kejauhan Andi 
Afriawan melihat adanya Sweeping kemudian Andi Afriawan 
mengatakan kepada Terdakwa “ada polisi”, dengan sigap Andi Afriawan 
menyuruh Terdakwa untuk membuang 2 (dua) saset plastic berisikan 
ganja tersebut. 
Sesampainya tepat di daerah dilaksanakannya Sweeping, sepeda 
motor yang saksi tumpangi bersama Terdakwa diberhentikan oleh polisi 
lalu di lakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan kertas papir di 
dalam tas Andi Afriawan yang merupakan milik Andi Afriawan setelah itu 
polisi mengintrogasi Andi Afriawan mengakui kalau menyuruh Terdakwa 
untuk membuang ganja milik Andi Afriawan lalu aparat kepolisian 
melakukan pemeriksaan/penggeledahan di tempat dimana Terdakwa 
membuang ganja tersebut dan polisis langsung mendapatkan ganja 
tersebut sebanyak 2 (dua) sachet. 
Selanjutnya,  Terdakwa  dan barang  buktinya  dibawa  ke Polda  
Sulsel  guna proses  lebih  lanjut. Andi Afriawan mengakui bahwa Ganja 
tersebut akan dipakainya bersama-sama saudara atau keluarga Andi 
Afriawan, bukan dengan Terdakwa Andi Baso Mappanyompa.  
Berdasarkan berita acara analisis Laboratorium  Forensik. Barang  
Bukti Narkotika No. Lab 1336/NNF/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang  
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pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik  
Terdakwa Andi Baso Mappanyompa adalah  benar 2 (dua) sachet plastic 
berisikan biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9550 
gram adalah ganja terdaftar dalam Golongan 1 No. urut 8lampiran UU RI 
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Jaksa penuntut umum mengajukan Terdakwa Andi Baso 
Mappanyompa kedepan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan 
sebagai berikut : 
a. Pertama 
 
Bahwa terdakwa ANDI BASO MAPPANYOMPA Alias 
BASO pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 22.40 
wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam 
tahun 2016 bertempat di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar 
dekat Polsek Rappocini atau setidak-tidaknya pada tempat-
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permufakatan 
jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau 
menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman. 
Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
 
 Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Lk. Afriawan 
Alias Wawan (berkas perkara terpisah) mempeoleh 2 (dua) 
paket/bungkus ganja lalu menyuruh terdakwa menyimpan 
ganja tersebut di laci motor  lalu terdakwa dan Lk. Afriawan 
Walik hendak kerumah terdakwa dengan mengendarai 
sepeda motor namun pada waktu dan tempat 
sebagaimana tersebut diatas, saat melintas di depan 
kantor Polsek Rappocini terdakwa melihat ada operasi 
rutin yang dilakukan oleh petugas kepolisian lalu Lel Andi 
Afriawan Alias Wawan langsung menyuruh terdakwa untuk 
membuang ganja yang ada lalu saat itu sepeda motor yang 
terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas kepolisian 
kemudian dilakukan pemeriksaan/penggeledahan dimana 
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saat itu ditemukan kertas papir didalam tas milik Lel Andi 
Afriawan Walik Alias Wawan (berkas perkara terpisah) 
sehingga petugas kepolisian melakukan introgasi terhadap 
terdakwa dimana saat itu terdakwa mengatakan kalau 
telah membuang Narkotika jenis ganja sehingga petugas 
kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil yang 
dibuangnya tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap dan 
saat itu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet 
ganja yang diakui adalah milik terdakwa bersama dengan 
Lel. Andi Afriawan Alias Walik Alias Wawan dan 
rencananya terdakwa akan gunakan/konsumsi bersama-
sama dengan Lel Andi Afriawan Walik Alias Wawan 
 
 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik No. Lab 1336/NNF/IV/2016 di Laboratorium 
Forensik Polri Cabang Makassar yang ditanda tangani oleh 
Ir Slamet Iswanto yang pokoknya menerangkan bahwa 
barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan biji 
dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9550 
gram milik Andi Baso Mappanyompa adalah benar Ganja 
dan terdaftar dalam Golongan 1 No Urut 8 lampiran UU RI 
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI 






Bahwa terdakwa ANDI BASO MAPPANYOMPA Alias 
Baso pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 22.40 
wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam 
tahun 2016 bertempat di jalan Sultan Alauddin di Kota Makassar 
atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, 
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
 
 Bahwa awalnya terdakwa mengkonsumsi ganja dengan 
cara yaitu terdakwa mengambil kertas papir lalu diisi 
dengan ganja lalu digulunng berbentuk rokok lalu dibakar 
kemudian terdakwa isap seperti merokok lalu selanjutnya 
setelah selesai terdakwa pergi bersama Lel Andi Afriawan 
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Walik Alias Wawan (berkas perkara terpisah) karena 
rencana mau mengonsumsi/menggunakan ganja lagi 
namun saat terdakwa diperjalanan sepeda motor yang 
terdakwa kendarai dihentikan oleh petugas kepolisian dan 
ditemukan 2 (dua) saset/bungkus daun ganja yang akan 
terdakwa pakai/konsumsi bersama-sama dengan Lk. Andi 
Afriawan Walik Alias Wawan sehingga terdakwa langsung 
diamankan karena terdakwa tidak mempunyai izin dari 
pihak yang berwenang dalam 
mengonsumsi/menggunakan ganja tersebut. 
 
 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik No. Lab 1336/NNF/IV/2016 tanggal 11 April 
2016 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, 
M.Si selaku pemeriksa yang pokoknya menerangkan 
bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic 
berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 
seluruhnya 0,9550 gram milik Andi Baso Mappanyompa 
adalah benar Ganja dan terddaftar dalam Golongan I No. 
Urut 8 lampiran UU Ri No. 35 tahun 2009 tetang Narkotika  
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 





Bahwa terdakwa ANDI BASO MAPPANYOMPA Alias 
BASO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam 
dakwaan pertama diatas, Dengan Sengaja Tidak Melaporkan 
Adanya Tindak Pidana, perbuatan mana dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
 
 Bahwa awalnya saksi Umar Z dan Saksi Fadly S yang 
merpakan petugas kepolisian dari Polsek Rappocini 
sedang melakukan Operasi Rutin di depan Polsek 
Rappocini Makassaar dan pada saat itu saksi Fadly S 
menahan sepeda motor yang terdakwa kendarai bersama 
dengan Lel Andi Afriawan Walik Alias Wawan (berkas 
perkara terpisah) kemudian saat dilakukan 
pemeriksaan/penggeledahan oleh petugas kepolisian 
menemukan kertas papir didalam tas milik Lel Andi 
Afriawan Walik Alias Wawan (berkas perkara terpisah) dan 
saat diintrogasi terdakwa mengakui kalau Lel Andi 
Afriawan Walik Alias Wawan telah membuang ganja 
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miliknya sehingga petugas kepolisian menyuruh untuk 
mengambil ganja yang dibuangnya tidak jauh dari tempat 
ditangkap dimana saat itu petugas kepolisian menemukan 
2 (dua) sachet ganja yang diakui terdakwa adalah milik Lel 
Andi Afriawan Walik Alias Wawan dan bukan milik 
terdakwa. 
 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik No. Lab 1336/NNF/IV/2016 tanggal 11 April 
2016 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, 
M.Si selaku pemeriksa yang pokoknya menerangkan 
bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic 
berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 
seluruhnya 0,9550 gram milik Andi Baso Mappanyompa 
adalah benar Ganja dan terddaftar dalam Golongan I No. 
Urut 8 lampiran UU Ri No. 35 tahun 2009 tetang Narkotika 
   
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) UU RI  No. 35 tahun 2009 
tentang Narkotika.  
 
3. Fakta-Fakta Hukum 
a. Keterangan Saksi-Saksi,  
1. Umar Z. 
- Pada hari jumat 01 April 2016 sekitar pukul 22.40 wita di jalan 
Sultan Alauddin Makassar dekat kantor Polsek Rappocini, 
saya bersama teman saya telah menangkap Terdakwa Andi 
Baso Mappanyompa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 
2 (dua) saset ganja. 
- Saya bersama dengan teman saya sedang melakukan 
Sweping didepan kantor polsek Rappocini dan teman saya 
menahan motor terdakwa dan melakukan penggeledahan 
dimana saat itu ditemukan kertas papir didalam tas teman 
terdakwa Andi Afriawan setelah itu kemudian terdakwa 
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diintrogasi, terdakwa mengakui kalau ia telah disuruh 
membuang Andi Afriawan membuang narkotika jenis ganja 
yang sebelumnya disimpan di laci atau dashboard motor lalu 
kemudian saya menyuruh terdakwa menunjukkan tempat 
membuang ganja tersebut. 
- Ditemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis ganja yang 
sebelumnya dibuang oleh Andi Baso Mappanyompa 
- saudara Andi Afriawan mengakui bahwa ganja tersebut akan 
dikonsumsi bersama dengan Saudara - saudanya.  
- Saudara Andi Afriawan mengakui memperoleh narkotika 
jenis ganja tersebut dibeli dari saudara Eki (DPO) dengan 
harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saudara Andi 
Afriawan mengakui bahwa iamembeli dengan uangnya 
sendiri dan terdakwa menyerahkan Ganja tersebut kepada 
Andi Baso Mappanyompa untuk dipegang/disimpan 
2. Padly. S 
- Pada hari jumat pada hari jumat 01 April 2016 sekitar pukul 
22.40 wita di jalan Sultan Alauddin Makassar dekat kantor 
Polsek Rappocini, saya bersama teman saya sedang 
melakukan Sweeping.   
- Saat saya menahan motor yang dikendarai oleh Terdakwa 
Andi Baso Mppanyompa dan kemudian melakukan 
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penggeladahan. Saat itu di temukan kertas papir di dalam tas 
Andi Afriawan.  
- Setelah dilakukan introgasi, Terdakwa mengakui kalau Andi 
Afriawan telah menyuruh Andi Baso Mappanyompa 
membuang ganja yang disimpannya di dashboard motor. 
- Dari keterangan Terdakwa tersebut, kami meminta untuk 
menunjukkan tempat dimana Terdakwa dan Andi Afriawan 
membuang ganja tersebut. Tempatnya tidak jauh dari tempat 
penangkapan Terdakwa dan Andi Afriawan, \Andi Afriawan 
mengakui bahwa Andi Baso telah mengetahui bahwa apa 
yang dibelinya dari Eki adalah Ganja. 
3. Andi Afriawan 
- Pada hai jumat tanggal 01 Aprl 2016 sekitar pukul 22. 40 wita 
saya bersama dengan Andi Baso Mappanyompa bertempat 
di jalan Sultan Alauddin Makassar dekat Polsek Rappocini 
karena ditemukan membawa dua buah sachet ganja 
- saya memperoleh ganja tersebut dari saudara Eki dengan 
harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) 
sachet ganja, lalu saat itu saya menyuruh Andi Baso 
Mappanyompa untuk menyimpan ganja tersebut di laci dash 




- Rencananya saya akan menggunakan ganja tersebut 
bersama dengan keluarga saya bukan dengan Terdakwa 
Andi Baso Mappanyompa, namun saudara Andi Baso 
Mappanyompa mengetahui bahwa yang saya beli pada hari 
itu adalah Ganja. 
- Pada awalnya saya hendak mengantar pulang terdakwa lalu 
meminta agar diantar kerumah teman saya yaitu Eki (DPO) 
untuk membeli ganja, lalu saat saya bertemu dengan Eki dan 
membeli 2 (dua) paket sachet ganja, kemudian saya kembali 
menuju kemotor dan menyuruh terdakwa “simpan ini  ganja 
didepan” untuk menyimpan 2 schet plastic berisikan ganja 
tersebut di laci dashboar motor bagian depan yang 
dikemudikan oleh terdakwa lalu saat hendak melintas 
didepan kantor polisi polsek rappocini jalan Sultan Alauddin 
Makassar ada sweeping lalu sayapun mengatakan kepada 
terdakwa “ada polisi” lalu saya menyuruh terdakwa untuk 
membuang 2 (dua) sachet plastic berisi ganja tersebut, 
setelah itu sepeda motor yang saya tumpangi bersama 
terdakwa diberhentikan oleh polisi lalu dilakukan 
penggeledahan dimana saat itu ditemukan kertas papir 
didalam tas saya yang merupakan milik saya sendiri, lalu 
polisi mengintrogasi kami dimana saat itu saya mengakui 
kalau telah menyuruh terdakwa untuk membuang ganja milik 
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saya lalu polisi melakukan pemeriksaan/penggeladahan di 
tempat dimana terdakwa membuang ganja tersebut dan 
polisi langsung mendapatkan ganja tersebut sebanyak 2 
(dua) sachet tersebut. 
- Saya sudah mengonsumsi jenis ganja tersebut sudah sekitar 
1 (satu) tahun namun saya tidak pernah memakai bersama 
dengan terdakwa Andi Baso. 
- Saksi merasakan lapar dan ngantuk kalau sudah 
mengonsumsi ganja. 
- Saksi sudah pernah menjalani pengobatan di klinik BNN dan 
dirawat sekitar 6 (enam) bulan. 
4. Andi Baso Mappanyompa 
- Saya bersama dengan Andi Afriawan ditangkap oleh pihak 
kepolisian pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 
22.40 WITA bertempat dijalan Sultan Alauddin Makassar 
dekat kantor polsek Rappocini Makassar karena ditemukan 
membawa 2 (dua) buah sachet ganja. 
- Awalnya petugas kepolisian menemukan kertas papir 
didalam tas milik teman saya Andi Afriawan dan setelah 
diintrogasi Andi Afriawan mengakui kalau telah menyuruh 
saya untuk membuang 2 (dua) saset berisi ganja sesaat 
sebelum motor yang saya kendarai berboncengan dengan 
Andi Afriawan diberhentikan oleh polisi. 
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- Awalnya saya mau diantar pulang oleh Andi Afriawan dengan 
menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Shoul milik Andi 
Afriawan lalu saat saya mengedarai motor tersebut ditengah 
jalan Andi Afriawan meminta tolong untuk diantar kerumah 
temannya dan sesampainya dirumah teman Andi Afriawan, 
Andi afriawan turun dari motor dan saya berdiri tidak jauh dari 
motor lalu setelah selesai, saya dan Andi Afriawan sama-
sama menuju ke motor dan menyuruh saya menyimpan 
sebuah plastic dilaci depan dashboar motor yang saya 
kendarai saat ditebgah jalan tepatnya di dekat kantor polsek 
rappocini ada polisi yang kemudian melakukan 
penggeledahan dan menemukan kertas papir dalam tas milik 
Andi Afriawan lalu ditemukan pula ganja yang milik Andi 
Afriawan yang sebelumnya sudah saya buang atas perintah 
Andi Afriawan. 
- Saya baru mengetahui bahwa Andi Afriawan membeli ganja 
tersebut saat ia meminta untuk diantarkan kerumah Andi Eki. 
- Ganja tersebut dibeli Andi Afriawan dengan menggunakan 
uang miliknya sendiri dan akan di gunakan/konsumsi 
bersama-sama dengan saudara/keluarga Andi Afriawan dan 
bukan dengan saya karena saya tidak pernah menggunakan 





Alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan berupa 
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat 
Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar dengan No Lab 
1336/NNF/IV/2016 yang ditandatangani oleh Ir Slamet Iswanto 
yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) 
sachet plastic berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 
seluruhnya 0,9550 gram adalah Ganja terdaftar pada Golongan 1 
No. urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tehntang Narkotika. 
c. Barang Bukti 
- 1 (satu) buah kertas papir 
- Dua (2) Buah Sachet atau bungkus Narkotika jenis ganja 
- 1 (satu) buah tas 
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 




Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 




3578/2016/NNF (+) Positif 
Narkotika 





Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik 
disimpulkan bahwa : 
- 3577/2016/NNF berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan biji dan 
daun kering dengan berat Netto 0,9550 gram dan berat akhir 
0,8549 gram adalah benar Ganja. 
- 3578/2016/NNF berupa botol plastic berisikan urine milik Andi 
Afriawan Walik adalah benar mengandung THC (Tetrahydro 
Cannabinol) 
- 3579/2016/NNF berupa botol plastic berisikan urine milik Andi 
Baso Mappanyompa adalah benar tidak ditemukan bahan 
Narkotika. 
d. Petunjuk 
Adanyanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, 
keterangan Terdakwa dan barang bukti. 
e. Tuntutan Pidana 
1. Menyatakan Terdakwa Andi Baso Mappanyompa Alias Baso telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak 
pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana” 





sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Pasal 131 UU RI No. 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika” 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Baso Mappanyompa 
Alias Baso dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan 
dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa 
tetap dalam tahanan. 
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kertas papir, 
2 (dua) sachet plastic berisikan biji dan daun kering dengan berat 
Netto 0,9550 gram dan berat akhir 0,8549 gram, 1 (satu) buah tas 
dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 
Mio dikembalikan kepada Lk. Andi Afriawan Alias Wawan. 
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 
4. Putusan Hakim 
Menyatakan Terdakwa Andi Baso Mappanyompa alias 
Baso dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan 
dikurangi dengan masa tahanan, menyatakan barang bukti 
berupa 1 (satu) buah kertas papir, 2 (dua) sachet plastic berisikan 
biji dan daun kering dengan berat Netto 0,9550 gram dan berat 
akhir 0,8549 gram, 1 (satu) buah tas dirampas untuk dimusnahkan, 
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dikembalikan kepada Lk. 
Andi Afriawan Alias Wawan, serta membebankan biaya perkara 
kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Analisis Penulis 
Berdasarkan fakta-fakta Hukum didalam persidangan bahwa 




A. Mampu Bertanggungjawab 
 
Didalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti  kemampuan 
bertanggungjawab, yang berhubungan dengan hal tersebut ialah  
Pasal 44 “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu 
perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, 
sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Untuk 
adanya kemempuan bertanggungjawab haruslah memenuhi 
unsur: 
1. Keadaan jiwanya 
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau 
sementara 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan 
c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang 
meluap, pengaruh bawa sadar, mengigau dan lain 
sebagainya 
2. Kemampuan jiwanya 
a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya 
b. Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah 
akan dilaksanakan atau tidak 
c. Dapat menegtahui ketercelaan dari tindakan tersebut.68 
                                                          
68 Amir Ilyas, Op.Cit, hlm 76 
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Berdasarkan fakta dalam persidangan dan berdasarkan berita 
acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa Terdakwa Andi Baso 
Mappanyompa dalam menyampaikan keterangannya dipengadilan 
maupun saat Andi Baso Mappanyompa ketika dalam melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut 
umum, Terdakwa melakukannya dalam keadaan sehat jasmani  
maupun rohani dan sadar akan dampak dari tindakannya, dimana 
berdasarkan asas presumption iures de iure bahwa semua orang 
dianggap tahu tentang hukum sehingga semua orang yang 
melakukan perbuatan hukum harus sadar akan tindakannya, serta 
menginsyafi hakekat dari tindakannya tersebut.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang menangani dan memutus Kasus 
ini yakni Bapak BONAR HARIANJA, SH., MH. Yang menyatakan 
bahwa : 
“Saat dimintai keterangan dalam persidangan, Terdakwa 
menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, 
Jaksa maupun Penasehat Hukum sesuai dengan apa yang 
dipertanyakan layaknya orang normal pada umumnya, serta 
secara jasmani ia terlihat sehat tanpa adanya cacat fisik 
maupun penyakit yang menyerang Terdakwa” 
 
sehingga atas perbuatannya dan dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana sebagaimana di atur dalam Pasal  




Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau 
karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan 
keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan di 
lakukan dengan mampuh bertanggung jawab.69 
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan mengenai  
kasus tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa Andi Baso 
Mappanyompa telah mempunyai bentuk kesalahan yaitu berupa 
kesengajaan. Dimana Terdakwa Andi Baso Mappanyompa telah 
mengetahui  bahwa perbuatan teman Terdakwa bernama Andi 
Afriawan telah  melanggar hukum yaitu dalam hal melakukan 
tindak pidana  Narkotika, maka sudah sepantasnya Terdakwa 
Andi Baso Mappanyompa melaporkan kepada pihak berwajib 
sebelum ataupun saat dilakukannya penggeledahan oleh pihak 
kepolisian selain itu sepantasnya Terdakwa Andi Baso 
Mappanyompa memberikan ganja tersebut saat pihak kepolisian 
melakukan penggeledahan bukannya menghilangkan (membuang) 
ganja tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan perbuatan 
teman Terdakwa yakni Andi Afriawan. 
Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus 
melakukan perbuatan pidana, Berdasarkan fakta - fakta 
dipersidangan Terdakwa Andi Baso Mappanyompa telah terbukti 
melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur -
                                                          
69 Ibid, hlm 77 
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unsur dalam Pasal 131 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 
yakni : 
1. Unsur Barang Siapa 
Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah 
setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum 
serta dapat dipertanggung jawabkan semua perbuatannya, 
yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah 
Terdakwa ANDI BAO MPPANYOMPA Alias BASO yang 
identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah 
pula dibenarkan oleh Terdakwa serta di perkuat oleh 
keterangan saksi-saksi, bahwa dalam kenyataannya erdakwa 
dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga 
setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. 
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana 
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan 
saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan 
keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum 
benar pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 
22.40 wita bertempat dijalan Sultan Alauddin Makassar dekat 
kantor Rappocini Makassar saat Andi Afriawan Alias Wawan 
(berkas perkara terpisah) hendak mengantar pulang 
Terdakwa Lel. Andi Baso Mappanyompa Alias Baso, Andi 
Afriawan mengatakan kepada Terdakwa agar mengantar 
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Andi Afriawan ke rumah temannya dulu lalu saat Andi 
Afriawan bertemu dengan Eki (belum tertangkap) didepan 
rumah Eki, Terdakwa tidak ikut tetapi Terdakwa menunggu 
tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarai diparkir. 
Selanjutnya saat Andi Afriawan kembali kemotor dan 
Terdakwa juga ikut naik ke motor, Terdakwa melihat kalau 
Andi Afriawan menyimpan 2 (dua) paket berisi biji dan daun 
Ganja di laci dashboard dekat stir sepeda motor yang 
Terdakwa kendarai lalu pada saat melintas didepan polsek 
Rappocini, Andi Afriawan melihat ada operasi rutin/sweeping 
didepan kantor polsek Rappocini, Andi Afriawan langsung 
menyuruh Terdakwa untuk membuang 2 (dua) saset Ganja 
yang ada di laci dashboard motor dan Terdakwa langsung 
juga mengambil dan membuang paket Ganja tersebut ke 
tanah dari arah sebelah kiri Terdakwa lalu saat sepeda motor 
yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas 
kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan 
penggeledahan ditemukan kertas papir dalam tas milik Lel. 
Andi Afriawan lalu saat diintrogasi Andi Afriawan mengatakan 
kalau telah menyuruh Terdakwa untuk membuang Ganja milik 
Andi Afriawan sesaat sebelum polisi menghentikan motornya 
lalu Terdakwa dan Andi Afriawan dibawa petugas kepolisian 
untuk menunjukkan tempat dan mengambil ganja yang 
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dibuangnya tersebut dan saat itu ditemukan 2 (dua) saset 
Ganja milik Lel. Andi Afriawan. 
Dilihat dari segi umurnya Terdakwa Andi Baso Mappanyompa 
tidak termasuk dalam kategori Anak-Anak, sesuai dengan Pasal 1 
angka 5 Undang-Udang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusi, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2004, 
Pasal 4 Huruf H, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan RI, Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan, Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, berdasarkan Pasal tersebut 
menyatakan bahwa: 
“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun” 
Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
yang menyatakan bahwa: 
“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa 
karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas 
tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakum dapat 
menentukan:….” 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang system Peradilan Anak bahwa : 
“Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah Anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
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belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan fakta 
bahwa Terdakwa Andi Baso Mappanyompa yang telah berumur 18 
Tahun 3 Bulan, Terdakwa bukanlah lagi termasuk dalam golongan 
Anak-Anak dan sepatasnya Terdakwa mampu bertanggung jawab 
apabila dilihat dari segi umurnya. 
C. Tidak ada alasan pemaaf 
Alasan pemaaf ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang 
terhadap perbuatan pidana yang  telah dilakukannya atau criminal 
responsibility. Alasan ini menghapuskan kesalahan orang yang 
melakukan delik atas dasar beberapa hal, yaitu:70 
a) Tidak di pertanggungjawabkan 
b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas  
c) Daya paksa  
Berdasarkan fakta - fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa 
Andi Baso Mappanyompa telah terbukti bersalah dengan melakukan 
perbuatan pidana yakni “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya 
Tindak Pidana Narkotika”. Serta perbuatan yang dilakukan telah 
terbukti melawan hukum karena telah terpenuhinya unsur-unsur 
dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika, berdasarkan hal tersebut Terdakwa Andi Baso 
Mappanyompa tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapuskan 
kesalahan yang telah Terdakwa lakukan. Oleh sebab itu terhadap 
                                                          
70 Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm 126. 
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Terdakwa Andi Baso Mappanyompa dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa  
diatur dalam Pasal 131 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika. 
Setelah mendengarkan  keterangan saksi-saksi  dan fakta-fakta 
hukum dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan Hakim 
sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis Hakim memutus 
Terdakwa dengan vonis penjara selama 6 (enam) bulan. 
Berdasarkan  uraian kasus diatas,  putusan  majelis Hakim ini telah 
mencerminkan rasa keadilan. Sebab skala tindak pidana yang 
dilakukan Terdakwa tergolong kecil, dan pemidanaan dilakukan 
untuk upaya edukasi dan pembinaan terhadap diri Terdakwa,  
sehingga vonis 6 (enam) bulan penjara sudah sepadan dengan 
tindakan yang di perbuat. 
Sesuai dengan penelitian yang telah penulis uraikan, maka 
unsur pertanggungjawaban pidana pada orang yang dengan 
sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika 
berdasarkan (putusan Nomor : 1103 / Pid.Sus / 2016 / PN. MKS) 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa Andi Baso 
Mappanyompa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
sebagaimana perbuatan Terdakwa  diatur dalam Pasal 131 Undang 







B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya 
Tindak Pidana Narkotika ( Putusan Nomor : 1103 / Pid.Sus / 2016 
/ PN.MKS) 
 
1. Pertimbangan Hukum Hakim  
Pengambilan keputusan kepada Terdakwa hendaknya Hakim 
dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta - fakta yang ada dengan 
bukti - bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan 
suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak 
melanggar hak asasi yang dimiliki oleh Terdakwa. 
 
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar 
yang memeriksa dan mengadili perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama 
Terdakwa Andi Baso Mappanyompa alias Baso , terbukti secara sah dan  
meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana dengan sengaja tidak 
melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
 
Pertimbangan Hakim terhadap Terdakwa sebagai berikut: 
 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa 
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No. 
Reg. Perk : PDM - 448 / Mks / Euh.2 / 05/ 2016 tanggal 15 Juni 2016 yang 
melanggar pasar sebagaimana dalam dakwaan dalam Pasal 131 Ayat (1) 
Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan dan menurut penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan ketiga 
yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan, adapun 
unsur-unsur dari Pasal 131 Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 




Ad. 1. Unsur Barang Siapa 
 
 Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah 
setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat 
dipertanggung jawabkan semua perbuatannya, yang dimaksud barang 
siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Andi Baso Mppanyompa Alias 
Baso yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah 
pula dibenarkan oleh Terdakwa serta di perkuat oleh keterangan saksi - 
saksi, bahwa dalam kenyataannya erdakwa dalam keadaan sehat jasmani 
maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat di 
pertanggungjawabkan. 
 
Ad. 2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana 
 
 Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 
keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan 
keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum benar pada hari 
jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 22.40 wita bertempat dijalan 
Sultan Alauddin Makassar dekat kantor Rappocini Makassar saat Lel. Andi 
Afriawan Alias Wawan (berkas perkara terpisah) hendak mengantar pulang 
Terdakwa Lel. Andi Baso Mappanyompa Alias Baso, Lel. Andi Afriawan 
mengatakan kepada Terdakwa agar mengantar Lel. Andi Afriawan ke 
rumah temannya dulu lalu saat Lel. Andi Afriawan bertemu dengan Lk. Eki 
(belum tertangkap) didepan rumah Lk. Eki, Terdakwa tidak ikut tetapi 
Terdakwa menunggu tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarai 
diparkir. Selanjutnya saat Lel. Andi Afriawan kembali kemotor dan 
Terdakwa juga ikut naik ke motor, Terdakwa melihat kalau Lel. Andi 
Afriawan menyimpan 2 (dua) paket berisi biji dan daun Ganja di laci 
dashboard dekat stir sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu pada saat 
melintas didepan polsek Rappocini, Lel. Andi Afriawan melihat ada operasi 
rutin/sweeping didepan kantor polsek Rappocini, Lel. Andi Afriawan 
langsung menyuruh Terdakwa untuk membuang 2 (dua) saset Ganja yang 
ada di laci dashboard motor dan Terdakwa langsung juga mengambil dan 
membuang paket Ganja tersebut ke tanah dari arah sebelah kiri Terdakwa 
lalu saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh 
petugas kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan 
ditemukan kertas papir dalam tas milik Lel. Andi Afriawan lalu saat 
diintrogasi Lel. Andi Afriawan mengatakan kalau telah menyuruh Terdakwa 
untuk membuang Ganja milik Lel. Andi Afriawan sesaat sebelum polisi 
menghentikan motornya lalu Terdakwa dan Lel. Andi Afriawan dibawa 
petugas kepolisian untuk menunjukkan tempat dan mengambil ganja yang 
dibuangnya tersebut dan saat itu ditemukan 2 (dua) saset Ganja milik Lel. 
Andi Afriawan. 
 
 Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah 
menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di 
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bawah sumpah bernama 1. UMAR Z, 2. PADLY S dan saksi 3. ANDI 
AFRIAWAN. WALIK alias WAWAN, keterangan saksi-saksi tersebut 
sebagaimana termuat dalam berita acara 
 
 Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan 
keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara 
 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan Terdakwa lain itu saling bersesuaian yang didukung pula 
dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana 
narkotika” 
 
 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 
didapatlah fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang 
didengar di bawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling 
berkaitan dan berhubungan dengan keterangan Terdakwa serta dengan 
diajukan barang bukti dipersidangan maka unsur-unsur yang terkandung 
dalam Pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum teah terpenuhi oleh 
perbuatan Terdakwa 
 
 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan 
delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa 
dinyatakan terbukti dan majelis yakin akan kesalahan Terdakwa telah 
melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum. 
 
 Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan penghapus 
pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan 
Terdakwa tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung 
jawabkan kepadanya. 
 
 Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya harus 
dihukum pula untuk membayar ongkos perkara. 
 
 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, penahanan 
Terdakwa harus tetap dilanjutkan agar Terdakwa tidak menghindarkan diri 
dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan. 
 
 Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan 





 Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 
haruslah dimusnahkan dan barang bukti berupa sepeda motor 
dikembalikan kepada Lk.Andi Afriawan Walik alias Wawan. 
 
Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk 
melakukan balas  dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada 
memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari 
sebelumnya, oleh karenanya sebelum majelis Hakim menjatuhkan 
hukuman kepada Terdakwa, sebelum majelis Hakim menjatuhkan 
putusan terhadap Terdakwa terlebih dahulu Majelis perlu 
mempertimbangkan mengenai hal-hal yang ada pada diri Terdakwa baik 
hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa 
sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan bagi 
diri Terdakwa. 
 
Hal-hal yang memberatkan: 
 
- Perbuatan  Terdakwa  menghambat   program   pemerintah untuk 
pemberantasan Narkotika. 
-  
Hal-hal yang meringankan: 
 
- Terdakwa sopan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya 
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dapat memperbaiki 




1. Menyatakan Terdakwa Andi Baso Mappanyompa Alias Baso telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak 
pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana” 
sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Pasal 131 UU RI No. 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika” 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Baso Mappanyompa 
Alias Baso dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan 
dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa 
tetap dalam tahanan. 
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kertas papir, 
2 (dua) sachet plastic berisikan biji dan daun kering dengan berat 
Netto 0,9550 gram dan berat akhir 0,8549 gram, 1 (satu) buah tas 
dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 
Mio dikembalikan kepada Lk. Andi Afriawan Alias Wawan. 
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 





Oleh karena perbuatannya maka Terdakwa Andi Baso 
Mappanyompa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan 
dikurangi dengan masa tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 
(satu) buah kertas papir, 2 (dua) sachet plastic berisikan biji dan daun 
kering dengan berat Netto 0,9550 gram dan berat akhir 0,8549 gram, 1 
(satu) buah tas dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor 
Yamaha Mio dikembalikan kepada Lk. Andi Afriawan Alias Wawan, serta 
membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua 
ribu rupiah). 
 
2. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir 
(vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana 
(penghukuman) terhadap Terdakwa yang bersalah, dan di dalam 
putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah 
dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum 
sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan 
sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana 
terhadap Terdakwa. 
Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus berdasarkan pada 
minimal dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut Hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang di dakwakan benar-
benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut di atur 
dalam Pasal 183 KUHAP. 
Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan 
oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, di syaratkan bahwa 
tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur - unsur yang telah 
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ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan 
dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan 
dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak 
adanya alasan pembenar / pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum 
untuk pidana yang dilakukannya. 
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah terbukti bahwa 
Terdakwa Andi Baso Mappanyompa telah mempunyai bentuk kesalahan 
yaitu berupa kesengajaan. Dimana Terdakwa Andi Baso Mappanyompa 
telah mengetahui  bahwa perbuatan teman Terdakwa bernama Andi 
Afriawan telah  melanggar hukum yaitu dalam hal melakukan tindak pidana  
Narkotika, maka sudah sepantasnya Terdakwa Andi Baso Mappanyompa 
melaporkan kepada pihak berwajib sebelum ataupun saat dilakukannya 
penggeledahan oleh pihak kepolisian selain itu sepantasnya Terdakwa 
Andi Baso Mappanyompa memberikan ganja tersebut saat pihak 
kepolisian melakukan penggeledahan bukannya menghilangkan 
(membuang) ganja tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan 
perbuatan teman Terdakwa yakni Andi Afriawan. 
Dalam Putusan Nomor : 1103 / Pid. Sus / 2016 / PN.MKS , lebiih tepat 
apabila Terdakwa didakwa dan diputus sesuia pasal 112 yakni : 
“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I 
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta 





Dimana dalam kasus ini Terdakwa termasuk dalam orang yang 
menguasai barang bukti berupa Ganja tersebut yakni saat terdakwa 
diperintahkan untuk membuang Ganja tersebut, terdakwa memegang 
berarti Terdakwa memiliki waktu dalam hal menguasai sepenuhnya 
kepemilikan Ganja tersebut, walaupun cuman beberapa menit, namun 
dikarenakan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 112 kepada 
terdakwa maka penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang 
menilai bahwa diantara 3 (tiga) dakwaan yang didakwakan kepada 
Terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan 
Ketiga yakni melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika, oleh karena memang unsur - unsur dari Pasal inilah yang 
terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah 
Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang  menyatakan bahwa Andi Baso 
Mappanyompa Alias Baso. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Melaporkan 
Adanya Tindak Pidana Narkotika”.   
Dalam Putusan Nomor : 1103 / Pid. Sus / 2016 / PN.MKS, proses 
pengambilan keputusan yang di lakukan oleh Majelis Hakim menurut 
Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang 
dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang 
sah, di mana dalam kasus ini, alat bukti yang di gunakan oleh Hakim 
adalah keterangan Terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat oleh 
Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar No. Lab 1336 / NNf/ IV / 2016, 
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barang bukti 1 buah kertas papir,tes urine, 2 (dua) sachet plastic kecil 
berisikan biji dan daun ganja kering berisikan berat Netto 0.9550 gram dan 
berat akhir 0,8549 gram, 1 buah tas dan 1 unit motor Yamaha Mio, Serta 
Petunjuk Yang Berupa Persesuaian Antara keterangan saksi - saksi, 
keterangan terdakwa dan barang bukti, selain alat bukti yang sah hakim 
juga mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan 
yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan 
perbuatannya, Terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. 
Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar 
atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana 
terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim melihat 
hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung 
program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika. Adapun hal - hal 
yang meringankan adalah Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali dan 
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih 
berusia muda dan ingin memperbaiki dirinya. 
Penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang 
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Baso Mappanyompa Alias 
Baso dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta membayar biaya 
perkara sebesar Rp 2.000 ( dua ribu rupiah) , meskipun Pidana yang 
dijatuhkan oleh Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa, Jaksa Penuntut 
Umum dalam perkara in menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman 9 
(sembilan) bulan penjara, dimana menurut penulis ini telah sesuai dengan 
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perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa bersikap sopan, menyesali dan 
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih 
berusia muda dan ingin memperbaiki dirinya, selain itu pemidanaan di 
lakukan dengan tujuan sebagai upaya edukasi dan pembinaan terhadap 
diri Terdakwa 
Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang menangani dan memutus Kasus ini 
yakni Bapak BONAR HARIANJA, SH., MH. Yang menyatakan bahwa : 
 “Dalam memutus perkara pada kasus ini haruslah meliat terlebih 
dahulu niat dari Terdakwa apakah Terdakwa memiliki niat untuk 
melapor ataukah tidak namun setelah melihat bukti, dan 
mengsinkronkan keterangan-keterangan dari para sakri dan 
keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidaklah memiliki niat untuk 
melapor dan lebih kepada menyembunyikan perbuatan yang 
dilakukan Terdakwa lainnya, setelah niat, barang bukti, keterangan 
Terdakwa, keterangan saksi dan unsur-unsur pada Pasal 131 UU RI 
No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Hakim berkesimpulan 
bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak 
pidana Narkotika, namun mempertimbangkan bahwa Terdakwa 
menyesali perbuatannya dan masihlah tergolong dalam usia Remaja 
dan ingin mempebaiki dirinya sehingga Hakim hanya menjatuhkan 
pidana penjara selama 6 bulan” 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis sependapat dengan 
Hakim dimana, Hakim dalam memutus suatu perkara harus 
mempertimbangkan kebenaran fisolofis (keadilan), kebenaran yuridis 
(hukum), dan kebenaran sosiologis (sosial). Maka dari itu dalam 
memutuskan suatu perkara Hakim harus melihat aspek - aspek tersebut, 
agar putusan yang dihasilkan Hakim tidak mengesampingkan keadilan 
dan juga tidak mengesampingkan hak - hak Terdakwa. Karena 
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sebenarnya aspek yang ingin di capai adalah untuk melindungi 
masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya 
dan juga upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera 




























Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis 
berkesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa 
Terdakwa memang sengaja dalam membuang barang bukti (Ganja) 
demi menutupi perbuatan Teman Terdakwa dan berdasarkan alat 
bukti yakni Tes Urine yang menunjukkan bahwa terdakwa tidaklah 
mengonsumsi Narkotika, maka telah terbukti bahwa Terdakwa 
memang sengaja untuk tidak melaporkan adanya Tindak Pidana 
Narkotika, selain itu pertanggungjawaban pidana terhadap orang 
yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana 
Narkotika, dalam  perkara Register Nomor 1103 / Pid.Sus / 2016 
/ PN.MKS terdakwa saat melakukan (melaksanakan) 
perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani 
serta sadar akan dampak dari tindakannya dan terdapat 
kesalahan yang berupa kesengajaan yakni dengan sengaja tidak 
melaporkan adanya tindak pidana Narkotika,  dan tidak terdapat 
alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan 
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pemaaf dalam perbuatan terdakwa karena perbuatan terdakwa 
telah terbukti mencocoki unsur-unsur dalam pasal 131 Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009, serta tidak ada alasan yang dapat 
menghapuskan kesalahan dalam perbuatan terdakwa. 
2. Dalam Putusan Nomor : 1103 / Pid. Sus / 2016 / PN.MKS , lebiih 
tepat apabila Terdakwa didakwa dan diputus sesuia pasal 112, 
Dimana dalam kasus ini Terdakwa termasuk dalam orang yang 
menguasai barang bukti berupa Ganja tersebut yakni saat 
terdakwa diperintahkan untuk membuang Ganja tersebut, 
terdakwa memegang berarti Terdakwa memiliki waktu dalam hal 
menguasai sepenuhnya kepemilikan Ganja tersebut, walaupun 
cuman beberapa menit, namun dikarenakan Penuntut Umum 
tidak mendakwakan Pasal 112 kepada terdakwa maka penulis 
sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa 
diantara 3 (tiga) dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, 
maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Ketiga 
yakni melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika, oleh karena memang unsur - unsur dari Pasal inilah yang 
terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan. 
Pertimbangan Hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana tanpa hak 
memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam menjatuhkan 
pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 1103 / 
Pid. Sus / 2016 / PN.MKS menjatuhkan pemidanaan berdasarkan 
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keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti 
surat dari laboratorium forensik yang menyatakan bahwa benar itu 
adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja yang menurut Pasal 184 
KUHAP merupakan alat bukti yang sah, dimana alat - alat bukti 
tersebut mendukung fakta - fakta yang terungkap dalam 
persidangan, selain itu majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan 
juga melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi 
tersangka sehingga tersangka dinyatakan bersalah melanggar 
Pasal 131 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009 dan dihukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan, 
penjatuhan hukuman yang lebih ringan yakni 6 (enam) bulan 
dibandingkan Tuntutan Jaksa yakni 9 (Sembilan) bulan, hal ini 
menegaskan bahwa penjatuhan pidana tersebut menitik beratkan 
pada upaya edukasi dan pembinaan terhadap terdakwa. 
 
B. Saran 
1. Perlu sikap kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap anggota  
masyarakat mengingat pentingnya peran masyarakat dalam  
proses menghadapi peredaran gelap narkotika, maka diharapkan   
agar setiap orang yang mengetahui akan adanya tindak pidana  
Narkotika di lingkungan hidupnya untuk segera melaporkan   





2. Aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan Hakim dalam 
mendakwakan maupun memutus sebuah kasus haruslah jeli 
melihat perbuatan yang terdakwa perbuat sehingga diharapkan 
Nantinya Aparat penegak hukum tidak keliru dalam mendakwakan 
ataupun memutus seorang Terdakwa 
3. Pemerintah harus membuat suatu lembaga pendidikan yang aktif 
berperan serta dalam mendukung setiap kegiatan Pemerintah 
dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan Narkotika, 
ataupun pemerintah harus mengoptimalkan sosialisasi Undang - 
Undang Narkotika terkhususnya peraturan mengenai peran serta 
masyarakat dalam pemberantasan Narkotika, namun diharapkan 
agar masyarakat di berikan wewenang agar dapat berperan aktif  
dalam lembaga pendidikan dan pelaksanaan sosialisasi Narkotika 
tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum seluruh 
lapisan masyarakat dalam upaya penanggulangan, 
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